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ABSTRAK

Terhadap Efektivitas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjadi
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yakni batas usia untuk
melangsungkan pernikahan bagi pihak perempuan menjadi usia 19 tahun setara
dengan batas usia pihak.laki-laki, oleh sebab dinaikkannya batas usia tersebut
pengajuan dispensasi kawin tersebut menyebabkan meningkatnya permohonan
pengajuan dispensasi.perkawinan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Pertama, apakah
yang menjadi faktor utama peningkatan dispensasi perkawinan. Kedua,
bagaimana pertimbangan hakim «dan‘solusi terbaik dalam mengatasi peningkatan
permohonan dispensasi.setelah berlakunya Undang-Undang No.16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Tarempa. Penelitian ini digolongkan
kedalam penelitian sosiologis empiris dengan cara turun kelapangan untuk
mendapatkan sejumlah data (Observational Research), dengan metode penarikan
kesimpulan deduktif.

Dari hasil penelitian ini yang penulis peroleh dan dapatkan dalam penelitian
ini bahwa Pertama, faktor utama yang menyebabkan peningkatan dispensasi
kawin di Pengadilan Agama Tarempa yang semula pada tahun 2019 hanya ada 25
perkara, pada tahun 2020 naik menjadi 50 perkara, adalah Undang-Undang itu
sendiri, lalu ada faktor hamil diluar nikah, faktor suka sama suka, dan faktor
ekonomi. Kedua, hakim memiliki pertimbangan kepastian dan kemanfaatan
hukum bagi seluruh pihak terutama bagi perempuan dan anak yang dikandungnya
jika alasan permohonannya merupakan faktor hamil diluar nikah, serta banyaknya
orang tua yang tidak mengetahui akan bahaya atau dampaknya dari pernikahan
usia muda.

Kata Kunci : Efektivitas, Perkawinan, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama



ABSTRACT

Regarding the effectiveness of changes to Law no. 1 of 1974 became Law
no. 16 of 2019 concerning marriage, namely the age limit for getting married for
women to be 19 years old, equivalent to the age limit for men, because the
increase in the age limit. for submitting a marriage dispensation has led to an
increase in applications for a marriage dispensation.

The formulation of the problem in this study are, First, what is the main
factor in increasing marital dispensation. Second, what are the judges'
considerations and the best solution in overcoming the increase in dispensation
requests after.the enactment_ of, Law/No. 6 of 2019 concerning Marriage at the
Tarempa Religious Court.\This research. is classified into empirical sociological
research by going down the field to get some data (Observational Research), with
the method of drawing deductive conclusions.

From the results of this study, the authors obtained and found in this study
that First, the main factor that led to an increase in marriage dispensation at the
Tarempa Religious Court, which originally in 2019 only had 25 cases, in 2020 it
rose to 50 cases, Is the law itself. Then there is'the factor of getting pregnant out
of wedlock, the consensual factor, and the economic factor. Second, the judge has
considerations of legal certainty and benefits for all parties, especially for the
woman and the-child she is carrying if the reason for the application is pregnancy
outside of marriage, as well as-many parents-who do not know the dangers or
impacts of young marriage.

Keyword : Effectivennes, Marriage, Marriage Dispentation, Religious Court
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BAB |

PENDAHULUAN

perempuan Ssama-sama QQ n kewajiban dalam satu keluarga.
W

Keluarga adalah embrio masyare ya membangun dunia sosial yang
lebih besar (Maloko,2012:12).

Pada dasarnya Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-
laki dan perempuan, jantan dan betina, siang dan malam, begitupun dengan hal

lainya. manusia disunnahkan untuk melakukan sebuah hubungan yg khusus

sebagaimana di jelaskan dalam salah satu hadist:
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sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Simanjuntak, 2016:33). Dalam hal
ini guna mencapai tujuan perkawinan, suami istri harus saling membantu dan
melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil dilihat dari tujuan
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perkawinan, maka suatu perkawinan itu harus berlangsung seumur hidup tanpa
berpikir akan terjadinya perceraaian. Perceraian adalah jalan terakhir suatu

keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi kebutuhan pokok yaitu kebutuhan

seringka

Putusnya

terakhir,

2. mahram ghairu muabbad ialah larangan perkawinan yang sifatnya
sementara waktu, seperti halnya saudari istri, bibik istri (Sabig, 1996).

Hukum keluarga dan perikatan mengatur tentang sahnya perkawinan,

sahnya suatu hukum dalam perkawinan harus memenuhi unsur syarat dan rukun.

Rukun merupakan suatu unsur pokok penting (tiang) sedangkan syarat merupakan

unsur pelengkap dalam pelaksanaan perkawinan (Thalib, 2008:15). Adapun
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menurut Pasal 14 KHI rukun dan syarat perkawinan dalam pelaksanaanya harus
ada Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, serta ljab dan kabul

(KHI, 2000).

bahagia. Dalan AVVi ede alah satu tujuan

syariah N (mag S-Sy juan kawinan adalah

perkawinan diizinkan jika
pihak pria sud ) ak wanita sudah
L
mencapai umur nya penyimpangan, dapat
&>

Kemudian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6-
11 mengatur syarat materil perkawinan yaitu;
1. sepakat para pihak;
2. batas usia;
3. jenis halangan untuk kawin;

4. dan jangka waktu tunggu bagi janda (masa iddah).
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Sedangkan syarat formil perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun

1974 Tentang perkawinan Pasal 2:

1. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

saja, henda
ikatan bati
KUHperdata da ar _- ~adalah merupakan
hubungan h antara _' : : A dalam perkawinan
(Asyhadie, 2018:135 . Jo dari faktor usia,

tenggat usia

perkawinan

batasan umur dalam melangsungkan perkawinan adalah tanggung jawab penegak
hukum dalam memberikan dispensasi kawin seperti pegawai pencatatan nikah
serta pengadilan agama, namun semua kembali lagi pada kesadaran masyarakat
itu sendiri (Prihantinah, 2008). Indonesia menggunakan Undang-Undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan selama 45 tahun telah mengalami perubahan

pada Pasal 7 ayat (1) yang awalnya menyatakan bahwa batas usia minimal bagi
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seorang wanita dalam menikah adalah 16 tahun selanjutnya dilakukan perubahan
menjadi usia 19 tahun setara dengan laki-laki berdasarkan Undang-Undang No 16

Tahun 2019 Tentang perkawinan. Berikut adalah batasan umur untuk melakukan

pernikahan dibe F
ENIKAH: ISLAM
NeX R,
ra puan
8
8
= JJLpss 6
=l | & 6
aroko = =4 |\ s == 18
| 16
n | 18
| 18
N
Dengan a judkan tujuan dari
pernikahan dan m ercer a salah satu pasangan
belum mencukupi bata tnya dilakukan pengajuan
permohonan dispensasi kawin a nan penetapan nikah di pengadilan

agama setempat agar rencana perkawinannya dapat setujui oleh Kantor Urusan
Agama (KUA), karena apabila perkawinan tetap dilakukan tanpa adanya
pengajuan dispensasi dari pihak calon mempelai dan diketahui belum mencukupi
umur sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang maka Kantor Urusan

Agama (KUA) wajib menolak perkawinan tersebut (Al-Mizan, 2018).
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Dispensasi kawin merupakan pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada
calon suami/istri yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan

perkawinan berdasarkan Pasal 1 ayat (5) (PERMA No.5 Tahun 2019).

Terhadap y/ang 13 atimah, hasil
penelitian me v 0€ pawah usia 18

4
.

tahun pada patkan negara

indonesia d ur. Praktiknya
dan mulai merata

o
a
e
s

o
A

Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) yang
berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Meskipun Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7
ayat (2) masih memberikan kelonggaran kepada orang yang ingin menikah

dibawah umur akan tetapi mereka yang ingin mendapat izin dispensasi nikah dari



pengadilan, harus dapat memberikan alasan yang tepat mengenai apa alasan
mereka menikah dibawah umur, apakah alasan tersebut dapat diterima dan
memenuhi syarat atau tidak bila tidak maka akan di tolak oleh pihak pengadilan
Agama (Irianto, 2019:176).

Adapun yang menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim apabila
pemohon dalam keadaan hamil.alasan tersebut tidak bisa ditunda lagi, ditakutkan
bila tidak dinikahkan akan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan
mengacaukan - proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya dan
mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya. Namun diantara
permohonan perkawinan yang masuk di Pengadilan Agama Tarempa ada
beberapa permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, sehingga
Hakim memutuskan untuk menolak permohonan tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap responden penelitian yakni
Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tarempa yakni; H.M. Nawir S.Ag
menjelaskan di pengadilan Agama Tarempa dari awal hingga akhir tahun 2020,
permohonan dispensasi. nikah (kawin) mengalami.peningkatan di Pengadilan
Agama Tarempa, pada tahun 2019 hanya.menangani 20 pemohon. Pengadilan
agama Tarempa menangani 50 pemohon dispensasi kawin selama 2020.

Berdasarkan ketentuan minimal usia perkawinan yang baru diharapkan
dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan secara baik karena usia tersebut
dianggap telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan dan
diharapkan bisa mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),

percerian, serta mengurangi laju kelahiran anak.



Meskipun permohonan dispensasi nikah bisa diajukan dengan alasan
mendesak serta bukti pendukung, namun jika diamati dari penelitian sebelumnya
ternyata masih banyak dijumpai alasan yang terkesan dibuat-buat. Masih banyak
masyarakat terutama pemohon-dispensasi nikah-dan orang tua beranggapan bahwa
dispensasi nikah  merupakan, suatu upaya Yyang dapat dilakukan untuk
melangsungkan perkawinan sebelum‘mengapaisbatas umur yang telah ditentukan
dalam Undang-Undang.

Fakta diatas menunjukkan revisi Undang-Undang Perkawinan justru
membuat peningkatan permohonan dispensasi perkawinan dan tidak sebanding
dengan kesadaran masyarakat, yang semula sebelum mengalami perubahan
Pengadilan Agama Tarempa hanya menangani 20 permohonan di 2019 sekarang
meningkat menjadi 50 permohonan di 2020. Dari kejadian ini menunjukkan
bahwa permohonan dispensasi kawin terus meningkat, tingginya permohonan
dispensasi kawin ini tidak sejalan dengan tujuan dari adanya perubahan Undang-
Undang Perkawinan pada batas usia kawin, dimana hal tersebut diharapkan dapat
menekan terjadinya pernikahan dibawah umur, akan tetapi pada kenyataannya
permohonan pengajuan dispensasi _kawin terus meningkat pada Pengadilan Agama
Tarempa.

Berdasarkan hal tersebut di atas ini tentunya menjadi pemicu peneliti bahwa
begitu mudah mendapatkan izin menikah dalam usia muda. Maka peneliti tertarik
dan mencoba memberikan batasan bahasan dalam penelitian sehingga tidak terlalu
luas dalam kesamaan pandangan dalam melakukan penelitian, batasan tersebut

dengan memberikan judul “Efektivitas Perubahan Undang-Undang No 1
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Tahun 1974 Dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang

Perkawinan Dalam Menekan Tingkat Dispensasi Kawin Di Pengadilan

Agama Tarempa”.

dikabulkan permohonan tersebut oleh Pengadilan Agama Tarempa;

b. Untuk mengetahui dan memahami apa saja yang menjadi pertimbangan
hakim mengabulkan permohonan Dispensasi kawin dan solusi terbaik
dalam mengatasi peningkatan permohonan dispensasi kawin setelah
berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di

pengadilan Agama Tarempa.
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2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang peneliti harapkan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

Negara hukum merupakan istilah yang dapat dikatakan baru dibandingkan
dengan demokrasi, kedaulatan dalam ketatanegaraan. konsep negara hukum,
Hukum merupakan penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara yang mana
berterkaitan dengan istilah nomokrasi (nomocratie) atau kedaulatan. Konsep
negara Rechtsstaat dan Rule of Law merupakan konsep negara hukum yang paling

terkenal di dunia (Asshiddigie 2005:152).
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Dalam negara hukum tidak ada satupun yang berada diatas hukum dan
hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan pemerintahanpun harus berdasarkan

atas hukum, bukan keinginan serta-merta kepala negara ataupun kepala

System _Db ara en (lima) prinsip
bernegara Ke :
Keadilan S
disebut den Pancasila, Pa emi DI juga memiliki

nilai tradisi t

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. hal ini menjamin hak
warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang diakui negara, hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan
berkembang. serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.
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2. Teori Efektivitas Hukum
Hukum adalah subsistem dalam masyarakat yang terus menjadi luas ruang
lingkupnya, serta peranannya. Maka timbul permasalahan bagaimanakah

mengusahakan ) m.. te enj ek baik sebagai sarana

a. Faktor dari hukum itu sendiri (undang-undang);

b. Faktor penegak hukum, yaitu piha-pihak yang menerapkan maupun
membentuk hukum;

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum;

d. Fakor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum berlaku dan

diterapkan;

13
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e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang

didasarkan pada kehendak manusia didalam pergaulan hidup. (Soerjono

Soekanto, 2008).

terdapat beberapa bagian yang mengharuskan | M dapat berjalan dan
bekerja. (Satjipto Rahardjo : 1 ‘: gupayaka n dapat berfungsi

dan bekerja ¢

Sebagai subjek dan objek hukum orang-orang tersebut bersedia untuk
berbuat sesuai hukum.

Faktor utama untuk bekerjanya suatu hukum adalah manusia, (Satjipto
Rahardjo, 2000) sebab, hukum diciptakan serta dilaksanakan oleh manusia. Jika
faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut bisa berperan dengan sebaik-

baiknya maka hukum bisa efektif. Efektivitas hukum ataupun peraturan

14
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perundang-undangan dapat tercapai jika masyarakat berperilaku sesuai dengan
apa yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu tolak

ukur efektif atau tidak suatu peraturan perundang-undangan bisa dilihat dari sikap

di revisi deng rkawinan adalah
suatu perikata orang perempuan
sebagai suami d uk keluarga (rumah
tangga) yang bahagie .Q . ang.maha Esa. Adapun didalam

ketentuan pasal-pasal yang KUHper, tidak memberikan
pengertian terhadap perkawinan (Simanjuntak, 2016:33).

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang
perkawinan syarat perkawinan yakni sebagai berikut:

1. Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

2. Bagi seorang yang belum berusia 21(duapuluh satu) tahun harus

mendapat izin kedua orang tua.

15



Berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat 2 di atas jika kedua orang tua telah
meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu, maka izin diperoleh dari wali
yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka
masih hidup dan dalam keadaan.dapat menyatakan kehendaknya. Dalam islam di
anjurkan untuk menikah sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur’an surah (Q.S Al-

Bagarah: 221), yaitu;
(Ll 515 48,55 Ga A 46a3a 48T 5 i e SISO | ASE Y5
S 55 ¢ s (e A Gaih Sl | shal S GS S 1ASE V5

G A G 5 a8 5eall 5 Al ) R A JEIGY (e L

2P

s R pglal

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka
beriman. dan sungguh seorang hamba sahaya perempuan yang
beriman lebih baik ‘daripada ‘perempuan musyrik, meskipun dia
menarik hatimu. dan janganlah kamu nikahkan laki-laki musyrik
(dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh,
seorang hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-
laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke
neraka, sedangkan Allah mengajak ke'surga dan ampunan dengan izin-
Nya. (Allah) menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka
mengambil pelajaran™(@.S Al-Bagarah: 221).

Menurut agama islam syarat-syarat nikah dapat digolongkan dalam syarat materil
yang mana harus dipenuhi agar dapat melangsungkan pernikahan antara lain:
1. Syarat bagi calon mempelai laki-laki
1. Beragama Islam;
2. jelas laki-lakinya (bukan banci);

3. tidak dalam paksaan (kemauan sendiri);
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4. Tidak beristri lebih dari 4 Orang;
5. calon istri bukan mahramnya;

6. harus mendapat ijin istri untuk dimadukan dengan calon istri;

tetapkan dalam pasa g-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni
calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri

sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

4. Tinjauan Tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan atas

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan syarat sah suatu

17
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perkawinan jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-

undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No 16 tahun 2019 Pasal 7

pada laki-laki*c empua s dari diskriminasi
terhadap pere : arenake al_perkawinan bagi
perempuan dah dibanding _- a perempuian dianggap lebih
cepat untu s Ia 3 _.::_‘ fc 03 ahkamah Konstitusi

memerintah R L an pe , dang-Undang No.

melangsungkan perkawinan agar kedepanya dapat mewujudkan tujuan dari
perkawinan secara baik, dan diharapkan bisa menghambat laju kelahiran anak
yang rendah.

Namun pada kenyataanya perkawinan dibawah umur masih banyak terjadi,
tidak hanya di daerah pedesaan, namun di daerah kota juga banyak yang

melangsungkan perkawinan dibawah umur baik secara sah melalui pengajuan
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dispensasi ke pengadilan ataupun yang tidak tercatat secara sah seperti (menikah
siri). Padahal suatu perkawinan yang sah akan memberi tempat dalam aspek

sosialnya pada posisi yang terhormat,hal itu sesuai dengan kedudukannya sebagai

Undangan : ina be 10 ang No. 16 Tahun
2019 tentang Perkawinan diny. akan Japat melakukan
perkawinan ila ua belah pihak baik itu laki-2 perempuannya telah

berusia 19 - ; ' an Agama dengan

oleh seseorang yang belum cukup umur untuk mendapatkan izin dari Pengadilan
Agama agar perkawinan nya itu sah dimata hukum yang berlaku. Pemberian izin
kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun
untuk melangsungkan perkawinan Pasal 1 ayat (5) (Peraturan Mahkamah Agung,

2019).
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Dengan adanya peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang
Perkawinan khususnya tentang batasan usia yang diperbolehkan melakukan

perkawinan, yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

tentang perkawin “bahwasan < : di perbolehkan

5 mencapai

khawatirkan adan awi ena Agama hanya
p-baligh dan sudah

berkewajibz

Und h dasal 7 tenta awinan mengatur

batas usia arke r i i pe elah berusia 19

skripsi dan jurnal yang lebih dahulu telah melakukan penelitian tentang
permasalahan terkait perkawinan, diantaranya sebagai berikut:
1) Tinjauan Terhadap Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum
Islam, di tulis Oleh Anton Afrizal Candra Program Studi lImu Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau ISBN 978-979-3793-71-9

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum perkawinan di
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bawah tangan menurut hukum Islam dan mengetahui Akibat hukum dari

perkawinan di bawah tangan menurut hukum Islam. karena perkawinan

di bawah tangan yang mereka lakukan tersebut tidak memiliki alat bukti

ayat 1 Undang-Undang No. ahun 1974 oleh masyarakat secara baik,
yaitu dengan terbuktinya masih terdapat mempelai yang kawin pada usia
yang belum cukup untuk ketentuan batas umur. Penelitian ini berfokus
pada penerapan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di KUA kecamatan

Pammana.
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4) Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di desa sungai salak kecamatan
rambah samo kabupaten rokan hulu ditinjau menurut Undang-Undang
No. 1 tahun 1974 di tulis Oleh Jiki arodi 141010583 Universitas Islam
Riau. hasil penelitian-dan_pembahasan diketahui bahwa faktor penyebab
terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Sungai Salak Kecamatan
Rambah Samo Kabupaten Rokan 'Hulu, yang pertama disebabkan oleh
faktor pergaulan bebas, yang kedua disebabkan oleh faktor ekonomi dan
pendidikan yang rendah, sehingga dalam memenuhi prosedur pernikahan
pasangan yang menikah di bawah umur hanya sah menurut agama dan
adat saja, karena pasangan yang menikah di bawah umur tidak ada
meminta dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat.

Berdasarkan beberapa bahan pustaka diatas yang menjadi acuan peneliti
keempat skripsi tersebut saling berkaitan, karena pada~dasarnya mengkaji
mengenai perkawinan. Namun yang akan menjadi pembeda dalam penelitian yang
akan peneliti lakukan, peneliti akan lebih merincikan apa yang menjadi faktor, dan
efektif atau tidaknya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan
dilihat dari tingkat permohonan. dispensasi.yang terjadi di Pengadilan Agama
Tarempa. Peneliti juga akan melihat apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam
mengadili perkara permohonan dispensasi kawin sehingga tercapai efektifnya
suatu ketetapan Undang-Undang tentang Pemberian dispensasi kawin berdasarkan

batas minimal melangsungkan perkawinan.
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E. Konsep Operasional
Agar penelitian ini terarah guna menghindari kesalahan penafsiran dalam

penelitian ini, peneliti akan menjelaskan atas batasan-batasan yang digunakan

1 um untuk
yang
2 adi lebih baik

a perubahan
11, p. 43);

erundang-undangan

umur 19 (sembilan belas) tahun”;

5. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada
calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan
perkawinan Pasal 1 ayat (5) (Peraturan Mahkamah Agung, 2019);

6. Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga)
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yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa” (Pasal 1

UU NO.1 Tahun 1974)

. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi

&
r=4
\gar
Fort
w )

L L LY

Jika di tinjau dari sudut metode yang di pakai dalam penelitian ini
adalah penelitiaan Sosiologis Empiris, merupakan metode penelitian yang
meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di
ruang lingkup masyarakat. Dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian
berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan

yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. sehingga kenyataan
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yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan

pemerintah.

b. Sifat Penelitian

a. Populasi
Populasi adalah seluruh objek atau subyek yang menjadi kuantitas
dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulan (Riduwan,2010:7). Populasi dalam
penelitian ini berjumlah 54 orang responden terhadap para hakim dan

para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Tarempa.
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b. Sampel
Pentingnya penetapan sampel untuk mempermudah peneliti dalam

mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Peneliti

SP

o
L

1)

&
SR ATALNANY

No Metode
1 K Purposive
-
2 lit Purposive
3 Purposive
Sumber data: Olahan pa pada Tahun 2020.

a. Data Primer
Data primer adalah data yang peneliti didapatkan dari hasil penelitian
secara langsung dan melakukan survey dalam masyarakat. Data primer
asalnya dari masyarakat, pemerintah, instansi terkait, dan dari sumber
lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung

dengan masalah pokok yang dibahas
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b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumbernya tidak secara

langsung melainkan dalam proses penelusuran kepustakaan serta

i Tanya jawab
Panitera dan

serta 2 hakim

pihak pemohon dispensasi kawin di pengadilan Agama Tarempa.

c. Dokumentasi
Dokumentasi adalah pengumpulan serta kumpulan berkas atau data dan
informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan
gambar yang berupa laporan serta keterangan-keterangan yang dapat

mendukung penelitian dan dokumentasi peneliti dapatkan di lapangan.
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6. Analisis Data

Apabila semua data telah dapat di kelompokkan menjadi data primer,

data sekunder, dan data tersier. kemudian dilakukan pengelompokkan
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BAB 11

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi (Usman, 2009: 12).

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya
keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu
terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang

sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas,
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fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau
sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau

Menurut Salim dan Nurbani didalam bukunya menyebutkan bahwa
beberapa ahli juga mengemukakan teori efektivitas salah satunya adalah Bronislav
Molinoswki yang mengemukakan bahwa Teori efektivitas pengendalian sosial
atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu:

(1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan

masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas,
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spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam
masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang

berwenang (Salim dan Nurbani, 2013: 375).

\

ARALNANAE

Y
‘fl:" T

@D
o

6.‘ . rga masyarakat, akan

tetapi harus cukup ‘ ;

5) Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga
masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-atauran dan pranata-pranata
hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif (Gunarto,
2011: 71).

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat

mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan
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kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang
dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan
secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan
hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan Sanggup menyelsaikan.
Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus
dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti
dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh
sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan
aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. (Salim dan Nurbani, 2013: 303).
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Kata “efektif” berasal dari bahasa inggris yaitu effecctivel yang artinya
sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif’ dapat juga di
artikan sebagail’ sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya
akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut
kamus besar bahasa Indonesia (KBBI, 2002: 284). Sedangkan efektivitas itu
sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk.memantau. Jika dilihat dari
segi hukum, yang dimaksud dengan “dia”.disini adalah pihak yang berwenang
yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi
suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas
yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5
faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum

(pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau
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fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan
dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai

hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam

sesuai  dengan

berikut :
1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada;
2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan;
3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada

masyarakat;
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4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang

diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas

pada wewenangnya.

atau lokasi ke . : - b ada atau tidaknya
prasarana, , Kkura prasarana, AU prasarana yang
telah ada.

Pada f

kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu
aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap
aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang

bertentangan dengan aturan.
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B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Perkawinan Secara Umum

*Q Agai suami istri dengan

3 "Hib‘ agia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. (Sube
Perkawinan merupakan kontrak sosial dan kontrak ketuhanan yang
didalamnya terdapat esensi penyatuan dua pribadi yang saling mengikatkan diri
dalam hubungan suami-istri, hubungan yang menyebabkan seorang laki-laki dan
perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam satu keluarga.

Keluarga adalah embrio masyarakat yang nantinya membangun dunia sosial yang

lebih besar (ibid.,him. 2).
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Menurut Hukum Adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan

perdata, tetapi juga merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi

terjadinya suatu ikatan terhadap hubungan- hubungan keperdataan, seperti hak

manusia
(mu“amal, 3 1 ara pakar hukum,
hukum per

a.

antara seorang pria dan wanita u ntuk hidup bersama dengan kekal, yang

di akui oleh negara;

e. Menurut K. Wantjik saleh, S.H., perkawinan adalah ikatan lahir batin
anata seorang perempuan dan seorang laki-laki sebagai suami istri;

f. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H., perkawian adalah

hubungan antar seorang laki-laki dan perempuan yang bersipat Abadi.
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu
ikatan lahir batin anatara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk
keluarga yang kekal. Adapun yang di maksud dengan hukum perkawinan adalah
sebuah aturan yang mengatur. megenai..cara dan sSyarat-syarat dan cara
melangsungkan perkawian, serta akibat hukum bagi pihak-pihak yang melakukan
perkawian tersebut (Simanjuntak;:2016; hal. 34)

Menurut Islam perkawinan merupakan suatu perjanjian antara mempelai
laki-laki disatu pihak dan wali dari mempelai perempuan dilain pihak, perjanjian
mana terjadi suatu ijab, dilakukan oleh wali bakal isteri diikuti oleh gabul dari
bakal suami, dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi bersifat yang luhur
dan sakral, bermakna untuk beribadah kepada Allah, mengikuti.sunnah Rosulullah
SAW dan melaksasnakan dengan ikhlas, tanggung jawab, serta mengikuti
ketentuan-ketentuan hukumyang harus diindahkan (Wahyu, 2016, hal. 185).

Allah sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan
apabila telah memenuhi syarat sahnya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam

Al-Qur‘“an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;

29 G Sfime N o (o 438 k2 R L AT 7w LET utr T ol 7 L

5335 3835 Jas 5 L) TS0l L3l ShaScni G G Yl Ges
T sslrie LAY LG Attt Lo F L % g
B UIPRtRUt)EI KPS BE R PNy

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu

isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram

kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berpikir”. [Q.S Ar-Rum (30):21]
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Menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen,
samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan

anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga

apa yang sehart ' | 9 lai 1‘ nya pada dasarnya
setiap agama | embenarkan perkawinan yz tidak seagama

(Hadikusu

perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan pula
untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan
melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan. Menurut Pasal 1
Undang-Undang No.1 Tahun 1974, perkawinan dan tujuannya adalah sebagai

berikut:
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“lkatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

bungan yang
bukan saja
mempunya 3 : SL , rohani juga

mempunya ing. N ke agia, rapat dalam

hubungan § : ) _; iharaa -_.“ menjadi hak dan

ibadah (KHI, 2000).

3. Tinjauan Tujuan Perkawinan
Tujuan perkawinan sangat ideal, karena tidak hanya melihat dari segi
lahirnya saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara seorang
suami dan isteri yang ditunjukan untuk membina suatu keluarga atau rumah
tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya sesuai dengan kehendak Tuhan

Yang Maha Esa.
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Pada dasarnya tujuan perkawinan seperti yang disebutkan dalam pasal 1

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 vyaitu untuk membentuk keluarga yang

bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dapat diartikan bahwa

suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu
suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat
mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual

dan material.
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Perkawinan dibawah umur, biasanya membawa banyak kesedihan dalam
kehidupan rumah tangga. Karena ego yang tidak stabil berpengaruh dalam

bekeluarga dikhawatirkan akan terjadi kekerasan rumah tangga dan antara pihak

kurang bertang ak &kewa ami dan istri Maka

SVt 'e@ et dr

yang harus dipe arena dala e ﬁ' buah transaksi,

termasuk u 3 g '_;: € - -H :: . alam sesuatu akad (nikah)
itu sendiri, ¢ ’ : s . kun merupakan
suatu hal yang tide lembaga yang
menentukan " t adalah sesuatu

yang tergantun, 'u
sendiri, yang ket
47). Berdasarkan Ko .- al 14 Rukum perkawinan anatara
lain:

a. Calon suami;

b. Calon istri;

134

Wali nikah;

o

. Dua orang saksi dan;

@

ljab kabul.
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Adapun sahnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebut dalam

pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan

menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16

mempelai;

b. Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan
perempuan sudah mencapai umur 19 tahun;

c. Pasal 9 seorang yang masih terkait perkawinan dengan orang lain tidak
dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang termuat dalam pasal 3 ayat (2)

dan pasal 4;
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d. Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu tentang

waktu tunggu seorang wanita yang putus perkawinannya (2019, 2019).

berkesinambungan, antara ijab dan gabul jelas maksudnya, orang yang
terikat ijab gabul tidak sedang ihram atau haji dan majelis ijab dan gabul
itu harus dihadiri minumum empat orang yaitu, calon mempelai atau
wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sebagai perbuatan hukum maka

perkawinan mampunyai akibat-akibat hukum. Sah tidaknya suatu perbuatan
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hukum dalam hal ini perkawinan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada
dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sahnya

perkawinan ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang

larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan-Nya (ibadah)
maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup
agar selamat didunia dan selamat diakhirat.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal dengan asas selektivitas, maksud
dari asas ini adalah seseorang yang ingin menikah harus terlebih dahulu
menyeleksi dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia dilarang menikah.

Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur
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larangan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua
orang yang :

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun

1. Pengertian Secara Umum

Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU
Perkawinan) maka telah ada keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi
seluruh golongan masyarakat di Indonesia. Seiring dengan perjalanan
pemberlakuan UU Perkawinan, dalam praktiknya masih menyisakan problematika

baik yang berhubungan dengan substansi UU Perkawinan maupun kesadaran
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masyarakat dalam memahami UU Perkawinan akibat perkembangan jaman yang
membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Dalam kententuan pasal 28B udang-undang dasar Negara republik
Indonesia tahun 1945, dicantumkan bahwa-setiap orang. berhak membentuk
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara
menjamin hak anak atas kelangstngan hidup; tumbuh, dan berkembang serta
berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskirminasi. Pasal 7 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 Menyatakan bahwa perkawinan hanya
diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak
wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Konstitusi
No. 22/PUU-XV/2017 dengan pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam
putusannya yaitu “namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu
berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak
konstitusi warga Negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil
dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, social, dan kebudayaan, yang
seharusnya tidak boleh dibedakan Semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin,
maka pembedaan demikian jelas merupakan diskiriminasi”.

Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan
wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak
untuk membentuk keluaraga, melainkan juga telah menimbulkan diskiriminasi
terhadao perlindungan dan pemenuhan hak anak seperti yang telah disebutkan

dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Sehingga ketika, usia menimal perkawinan
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untuk wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria, sehingga secara hukum
wanita dapat lebih cepat membentuk keluarga. Oleh sebab itu makamah konstitusi

memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangan waktu

usia perka

dinilai sudat

2015, P. 130 ) dan juga agar pasangan suami istri mengerti apa itu perkawinan dan
melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya masing-masing dalam membangun
rumah tangga.

Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan yaitu undang-undang

47



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

pertama dinegara Indonesia yang menetapkan mengenai perkawinan secara
nasional. Sebelumnya perkara mengenai perkawinan diatur oleh banyak sistem

hukum yang berada didalam masyarakat seperti hukum adat dan agama yang

beragam.

diizinkan bila.p

D. Tinjaua

Penge
merupakan Jadi dispensasi
merupakan | diperbolehkan

adanya istilah

uasNd

A

luput dari sebuah

-
<
c
o
QD
vy
3
=~
@
=.
o
c
S
QD
5

pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena
kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di
Indonesia. Namun, Kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah
dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan
Dispensasi Kawin kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya problem

solving bagi masyarakat.
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Menurut Roihan A Rasyid, Dispensasi kawin adalah Dispensasi Kawin yang
diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup
umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria 19 (Sembilan belas) tahun, dan
bagi wanita 16_(enambelas) tahun (Rasyid;#2005:32). Menurut Subekti dan
Tjitrosudibio, dispensasi arinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu
peraturan (Subekti dan Tjitrosudibia, 1997:33).

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat
meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang
berwenang ditunjuk oleh salah satu kedua orangtua pthak pria maupun pihak
wanita. Terkait'dengan permohonan dispensasi kawin Pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa
permohonan dispensasi kawin dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat
tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota. Permohonan dispensasi
kawin diajukan oleh orangtua calon mempelai baik pria ataupun wanita yang
usianya masih di bawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya jika Pengadilan
Agama mengabulkan permehonan dispensasi kawin dalam bentuk penetapan,
maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai syarat untuk memenuhi
kekurangan persyaratan pernikahan (Ramulyo, 1999: 183).

Didalam undang-undang No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan pada bab I1
Pasal 7 disebutkan bahwasanya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah
mencapai calon wanita wali orang tua harus ada sebagai syarat yang sudah

ditentukan oleh aturan hukum perihal syarat perkawinan.
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1. Batas Usia Nikah Menurut Hukum Positif

Batas usia nikah adalah suatu batasan usia untuk melangsungkan

pernikahan atau pun perkawinan. Batasan usia yang dimaksud yaitu

perkawinan dibawah umur namun dispensasi perkawinan masih
diberikan oleh pengadilan agama yang diajukan oleh orangtua.
Terdapat beberapa factor yang mengakibatkan terjadinya
perkawinan dibawah umur, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor internal ( keinginan dari diri sendiri), Faktor yang

terjadi dalam perkawinan di usia muda bisa berasal dari
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internal yaitu factor yang berasal dari dalam diri sendiri
(individu). Kemauan atas diri sendiri yang menginginkan

melangsungkan nikah atas dasar siap mental dalam menjalani

Berdasarkan  pengamatan  dalam  masyarakat  dapat

mengungkapkan factor penyebab terjadinya perkawinan

dibawah umur, yaitu antara lain sebebagai berikut:

a. Faktor ekonomi, rendahnya perekonomian membuat anak
tidak dapat melangsungkan pendidikan nya sehingga

orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan
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beranggapan agar beban keluarga berkurang. Orang tua
yang mempunyai banyak anak lebih cenderung mengalami

kesulitan dalam keuangan dibandingkan dengan orang tua

engaruh social
sehingga anak-

k mencoba hal

<2 Nt Wt 0 “

S
Q@
g
]
®
=
w
@
o
=
~—+

jawab atas apa yang diperbuat, hal ini terjadi akibat dari
hubungan bebas atau seks bebas.

c. Faktor putus sekolah yang diakibatkan oleh rendahnya
pendidikan masyarakat. Kebanyakan anak yang putus
sekolah disebabkan karena ketidakmampuan orang tua

dalam segi perekonomian keluarga, tidak hanya itu
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melainkan lingkungan sekitar juga mempengaruhi

keinginan anak untuk sekolah. Beberapa anak berpendapat

bahwa dengan bekekerja akan lebih baik karena langsung

akan muncul berbagai macam dampak, seperti dampak hukum,
pendidikan, kesehatan, psikologis, biologis, perilaku seksual dan dampak
sosial.
a. Dampak hukum, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan
dibawah umur mengakibatkan pelanggaran hukum terhadap

undang-undang yang telah ditentukan oleh Negara Indonesia yaitu:

53



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

1. Undang-undang No. 1 tahun 1947 tentang perkawinan pasal 7
ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai

) perlindungan
bertanggung
elindungi anak,
an kemampuan,

nya perkawinan

akukan perkawinan

umur, tetapi memiliki

tinggi hal ini akan sangat sulit untuk terwujud dikarena saat
seseorang sudah menikah maka akan banyak mengalami kendala
seperti bertambahnya tanggung jawab yang harus dilakukan
sehingga hal ini akan sangat menggangu proses pembelajaran. Hal

ini merupakan factor pengahambat terjadinya proses pendidikan.
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c. Dampak psikologis, dilihat dari sisi social perkawinan dibawah

umur bahwa anak yang nikah dibawah umur akan mempengaruhi

harmonisnya keluarga dimana keharmonisan keluarga akan kurang,

perobekan yang luas dan infeksi yang membahayakan organ
reproduksinya.

e. Dampak kesehatan, seorang wanita yang menikah dibawah umur
15 tahun akan berdampak pada kesehatan reproduksinya,
diantaranya kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan

yang banyak dialami oleh seseorang yang menikah di usia mudah
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antara lain seperti infeksi kandungan dan kanker mulut Rahim. Hal

ini akibat pertumbuhan sel anak-anak yang baru akan berakhir

diusia 19 tahun

akan mem al < da ’ ati d Oleh sebab itu
pernikahan n ‘;' icegah, : sadar untuk tidak
memberika : __,, L U " '-: ] pernikahan dibawah

umur dan orang tua ami Indangan untuk

berdasarkan UU No. 33 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten
Natuna. Daerah Indonesia adalah daerah yang dinamis yaitu mengalami
perkembangan dari masa kemasa, kearah kemajuan. Pemekaran daerah
merupakan salah satu contoh merupakan salah satu contoh perubahan yang terjadi

di Indonesia. Pemekaran suatu daerah kabupaten merupakan pencerminan dari
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otonomi daerah, sebab melalui pemekaran terjadi proses otonomisasi kekuasaan-
kekuasaan administratif di Indonesia (Fithri Diniati et.al ,2015: 3)

Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian
melakukan pemekaran daerah kecamatan, yang-hingga akhir. tahun 2008 menjadi
19 kecamatan dengan penambahan, Kecamatan Palmatak, Subi, Bunguran Utara,
Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran“Timur Lkaut, Bunguran Tengah, Bunguran

Selatan, Serasan Selatan, Siantan Timur, Siantan Selatan, Jemaja Timur dan

Siantan Tengah.

N\

Gambar 2.1 Letak Wilaya Kabaten Kepulauan Anambas

Dengan berjalannya pemekaran kecamatan yang bertujuan untuk
memperpendek rentang kendali, timbul gagasan untuk menjadikan Gugusan
Kepulauan Anambas sebagai daerah otonom sendiri. Melalui perjuangan yang
cukup panjang baik dipusat maupun didaerah, pada tanggal 24 Juni 2008
Kabupaten Kepulauan Anambas akhirnya terbentuk melalui UndangUndang No.
33 Tahun 2008. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 7 Kecamatan yaitu

Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan,
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Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Palmatak. Kecamatan Jemaja dan

Kecamatan Jemaja Timur.

2. Sejarah Pengadilan Agama Tarempa

Kepulauan Ang 5 sebagai Kabupate d aran dari wilayah
Natuna dan sejak tahun 2 a, Tarempa ditetapkan sebagai ibukota dan pusat
pemerintaha : pulauan  Anambas : nas yang ditetapkan

berdasarkan

pemerintahan Kolonial Belanda.

Pada tahun 1974, diangkat 2 orang PNS sebagai pegawai pada kantor
Pengadilan Agama Tarempa, namun untuk sementara keduanya ditempatkan di
Pengadilan Agama Tanjung Pinang. Pada tahun 1976, kedua pegawai tersebut

ditugaskan di Tarempa dan menumpang berkantor di Kantor KUA Kecamatan
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Siantan di Tarempa. Tahun 1978, Kantor Pengadilan Agama Tarempa berpindah
ke sebuah rumah di JI. Pemuda, Kelurahan Terempa.

Pada tahun 1980, gedung Kantor Pengadilan Agama Tarempa dibangun

Periode 2012 S/D 2015

7 Drs. Iskandar, N Periode 2015 S/D 2018
8 Misdaruddin, S.Ag., M.H Periode 2018 S/D 2020
9 Gita Febrita, S.H.I., M.H Periode 2020 S/D Sekarang

Sumber: http://www.pa-tarempa.go.id/profile-pengadilan/mantan-pengadilan
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3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tarempa
a. Visi Pengadilan Agama Tarempa

Visi dimaksudkan adalah merupakan cara pandang untuk mewujudkan

tercapainya tug gsi_Pengadila arempa dalam rangka

‘ln“\\‘ h@‘
A@m WR@{/ apkan dan

Tarempa telah

diemban atau
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4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tarempa

GITA FEBRITA, S.H.I.,, M.H
KETUA PENGADILAN AGAMA TAREMPA

SARIFUDDIN, S.H.I

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA

nery wej

TAREMPA
WENDRI, S.

'-U AAB AB AS '
= ) (7
=
<3
a O
E‘ ; HERI FITRA, S.H

= i
(X E > E - SEKRETARIS
: E - - I ——

= | —r = o [ I 1

RIAWATI, BA. UN, o M.NAW . ZIKRI WALDI, S.H.I INDRA GUNAWAN, S.Ag., YENNY ANISYA FITRI, S.H

— - - - M.A!
%’NI\E‘JD GUGATAN P E HO KASUBBAG PTIP g KASUBBAG
e i KASUBBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN
- KEUANGAN ORTALA
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- fs)
w TARMIZI KELOM .FEBR KELOMPOK JABATAN
; = FUN FUNGSIONAL M. FEBRIANSYAH, S.H

URWY SITA
A NT  PANITERA A - PRANATA KOMPUTER CPNS

= . PRANATA D SR - PUSTAKAWAN (STAF PELAKSANA

Lo - BENDAHARA
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5. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Tarempa
Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas

dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara

Q@.

Islam pada Instans

sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 7 tahun 1989
yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun
2009 tentang Peradilan Agama;

e. Memberikan pelayanan penyelesaian  permohonan pertolongan
pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang

beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana
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diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama;

. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat
g. Infak
h. Shadagah

i. Ekonomi Syariah
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Disamping tugas pokok diatas, Pengadilan Agama Tarempa mempunyai

fungsi, antara lain yakni :

a. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni menerima, memeriksa,

1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. KMA No. KMA/080/V111/2006);

d. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan
petunjuk kepada Pejabat Struktural dan Fungsional di bawah jajarannya,
baik menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, maupun

administrasi  umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan
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pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun

1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. KMA No. KMA/080/V111/2006);

. Fungsi lainnya Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan

65



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

I disay yejepe 1ul udwnyo(g

6. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tarempa

] PETA ADMINISTRAS| KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU 4] ‘

. Warna Orange

d. Warna Ungu = Kecamatan Siantan
e. Warna Coklat = Kecamatan Siantan Selatan
f. Warna Merah Jambu = Kecamatan Siantan Tengah

g. Warna Hijau Tua = Kecamatan Siantan Timur
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BAB Il1
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Utama Terjadinya Peningkatan Dispensasi Perkawinan Di

Negara m

perkawinan dang-undangan

S B2

tentang perl 1 Tahun 1974

didalam Pa atan lahir batin

antara seora dengan tujuan

e LR

membentuk w“ Ketuhanan
Yang Maha Esa’

Perkawinan merupaka alam idupan seseorang yang
mempengaruhi status huk angkutan. Menurut R. Subekti

mengatakan perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang
perempuan untuk waktu yang lama. Pada pendapat lain, Scholten mendefinisikan
perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang
wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara. (Setiawan,

2010: 59).

67



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan
perihal perkawinan diatur dalam Buku | KUH Perdata. Satu pasal pun tidak ada

yang menjelaskan tentang kata perkawinan itu kecuali menyebutkan  bahwa

menurut alnya dengan

Undang-U merumuskan
norma huk pada pasal 2

ukum masing-

yang melangsungkan perkawinan, syarat materil ini disebut juga dengan syarat
subjektif. Sedangkan syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan
perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga syarat
objektif. Syarat-syarat perkawinan dalam hukum nasional diatur dalam ketentuan
Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yang di dalamnya meliputi persyaratan materil maupun syarat formil.
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Syarat perkawinan adalah seluruh hal mengenai perkawinan yang wajib
dipenuhi menurut aturan perundang-undangan sebelum pelaksanaan perkawinan

dilakukan. Syarat perkawinan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni (Setiawan,

2010: 65):

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan) yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila
pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
Penetapan batas umur ini dimaksudkan untuk memberikan
perlindungan kesehatan suami dan isteri beserta keturunannya.

Batas umur yang telah ditetapkan di atas jika dilanggar maka
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perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak

yang berkepentingan melalui pengadilan;

c) Calon tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9

ya berlangsung
No. 16 Tahun
. 1 Tahun 1974

975);

keatas;

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu
antara saudara antara seorang dengan saudara orang tua dan
antara saudara dengan saudara nenek;

3. Berhubungan susunan yaitu orang tua susuan, anak susuan,

saudara susuan, dan bibi atau paman susuan;
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4. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau

kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih

dari seorang;

atau mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan
dapat memberikan izin;

5. Ketentuan diatas berlaku sepanjang hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tak

menentukan lain.
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b. Syarat Formil

Syarat Formil ini berlangsung sebelum perkawinan dilakukan, berupa :

1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada

batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yakni sudah mencapai umur
19 Tahun.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilangsungkan oleh calon
suami dan istri yang salah satu pihak atau kedua pihak belum mencapai batas usia
pernikahan. “Kontroversi pernikahan dibawah umur seringkali menjadi

perdebatan, terutama berkenaan dari batasan usia minimal bagi seorang anak
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untuk menikah. Selama ini yang terjadi adalah persinggungan diantara dua sistem
hukum, yaitu hukum islam dan hukum nasional terutama yang masing-masing

mengatur tentang pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai pihak yang menjadi

perkawinan

maka para atatan keadaan

515 e 8

mendesak

termaktub

No. 5 Tahu

telah meme

memberikan

« Q2T ALN

menggunakan alat pengumpul data kuisioner kepada responden yakni sebagai
berikut:

TABEL 3.1
TANGGAPAN RESPONDEN PENELITIAN DISPENSASI KAWIN PADA
PENGADILAN AGAMA TAREMPA TAHUN 2021 TERKAIT USIA PEMOHON

DISPENSASI KAWIN
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No. Alternatif Jawaban Jumlah Presentase (%)

1 Usia dibawah 19 Tahun 20 Orang 100%

2 Usia diatas 19 Tahun 0%

LT TS )

“é‘w

pemohon ¢
20 orang
mereka mas

Dalam ' atak aturan maupun
undang-unds : ncapai tujuannya, dala menurut hemat
penulis Undang , pahan atas Undang-

Undang No. a awi : efektif dalam

Hukum bapak H. M. Nawir, S.Ag beliau mengatakan: “bahwa terjadi pelonjakan
permohonan dispensasi kawin pasca pembaharuan Undang-Undang Perkawinan,
yang semulanya pada tahun 2019 permohonan dispensasi kawin ada 20

permohonan, namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 50 permohonan”.
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TABEL 3.2

PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA TAREMPA

DARI TAHUN 2015-2020

Bulan
2020

Januar

-aSITAS 1S
Februari \E\QQ% ¢,

Maret

April

Mei -

Juni ¥ B

L]

sl [« [EAFN SRR

Agustus

LA}

\
September ’Z

Oktober l 1

g1l W N &~ O N W| | 01l N| ©©

November ANB

ol
1

Desember

Total
Dispensasi 8 20 50

Kawin

Sumber : Data Olahan di Pengadi
http://sipp.pa-tarempa.go.id/

15-2020 dan juga bisa diakses melalui

Berdasarkan hasil wawancara dan juga tabel pengajuan permohonan
dispensasi kawin diatas pada Pengadilan Agama Tarempa dari tahun 2015-2020
mengalami pelonjakan sejak adanya pembaharuan Undang-Undang No. 1 Tahun
1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana
Undang-Undang tersebut merubah batas usia kawin perempuan yang semula pada

umur 16 tahun menjadi 19 tahun berdampak kepada peningkatan permohonan
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dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Tarempa tahun 2020 sebanyak 50

permohonan, hal ini sangat jauh dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya 20

permohonan, padahal tujuan dilakukannya perubahan UU Perkawinan tersebut

serta peru

melalui kuis

‘%\‘E\\

“
<>

Presentase (%)

1 40%
2 Tidak Mengetahui 12 Orang 60%
Jumlah 20 Orang 100%

Sumber : Data Olahan Responden Penelitian Tahun 2021.

Berdasarkan Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 12 Orang dari 20 Orang
responden atau sama dengan 60% memberikan jawaban atau tanggapan bahwa

mereka tidak mengetahui adanya pembaharuan batas usia perkawinan bagi
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perempuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,
sedangkan 8 Orang lainnya dari 20 Orang responden atau sama dengan 40%

memberikan jawaban atau tanggapan bahwa mereka mengetahui adanya

peningkatan” pengajuan terha i asi K vin di Pengadilan

Agama Ta

faktor permohonan dispensasi nikah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan
Anambas yakni: anak-anak ini telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami
isteri, padahal belum melakukan akad pernikahan yang sah (hamil duluan), jadi
untuk menutupi beban malu maka para pihak mengajukan dispensasi nikah.
Sementara umurnya belum cukup untuk melangsungkan pernikahan, lalu

ketidaktahuan masyarakat terhadap pembaharuan Undang-Undang Perkawinan
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mengenai batas usia kawin bagi perempuan, baik itu karena faktor kurangnya
informasi yang didapat masyarakat ataupun kurangnya sosialiasi yang dilakukan,
sebagaimana diketahui bahwa jarak antar pulau ke pulau lainnya di Anambas
terpisah oleh lautyselanjutnya diantara beberapa pihak pemehon dispensasi nikah
ada yang telah memiliki hubungan asmara sebelum nikah selama beberapa bulan
atau tahun (berpacaran) jadi -untuk" menghindari perbuatan zinah/hamil diluar
nikah maka mereka mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama
Tarempa, lalu-ada beberapa pemohon dispensasi nikah beralasan karena tidak mau
melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi dikarenakan biaya (faktor ekonomi)
guna meringankan beban orang tua karena sudah ada calon dan juga siap untuk
melangsungkan pernikahan”.

Pendapat berbeda diberikan olenh Bapak Sarifuddin, S.H.l dimana beliau
menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Tarempa, dimana beliau
menuturkan bahwa: “Faktor penyebab utama yang membuat dispensasi kawin
meningkat dikarenakan Undang-Undang barunya (Undang-Undang No. 16 Tahun
2019), karena dinaikkannya batas usia perempuan.itu menjadi 19 Tahun tanpa
adanya konsekuensi yang Jelas, kenapa harus dinaikkan jadi 19 tahun?dan apa
sanksi bagi mereka yang melanggar? sementara dalam pembaharuan Undang-
Undang Perkawinan tersebut tidak dijelaskan, jadi perubahan Undang-Undang
itulah yang menjadikan melonjaknya permintaan dispensasi kawin di Pengadilan
Agama. Undang-Undang Perkawinan ini belum ada kejelasannya, dia melarang
anak dibawah umur 19 Tahun untuk menikah, tapi disalah satu Pasalnya

membolehkan anak dibawah 19 Tahun menikah asal ada ijin dari Pengadilan, hal
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ini kontradiktif dam terjadi kontradiksi disitu serta tidak ada efek yang diberikan
olen Undang-Undang itu seperti, apa hukuman bagi mereka yang mau

menikahkan anaknya yang dibawah umur itu, kecuali Undang-Undang itu

SPENSASI

1 TERKAIT

kawin di Pengadilan Agama Tarempa, sebanyak 11 Orang dari 20 Orang
responden atau 55% memberikan jawaban bahwa dikarenakan faktor hamil diluar
nikah, lalu 5 Orang dari 20 Orang responden atau 25% menjawab karena faktor
suka sama suka atau saling mencintai, dan 4 Orang dari 20 Orang responden atau

20% yang menyatakan faktor ekonomi yang jadi alasannya.
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Setidaknya efektivitas penerapan suatu hukum sangat dipengaruhi oleh
beberapa faktor penentu, yaitu pertama ke efektifan atau tidaknya hukum tersebut
dibuat, karena di pengaruhi oleh hukum itu sendiri, penerapan sebuah hukum
dilihat dari faktor yang kedua.yaitu penegak hukum, yaitu para pihak yang
membentuk, mengawal dan menerapkan hukum, ketiga penerapan hukum itu
dilihat dari tersedianya saran-dan prasarana yang memadai untuk penegakan
hukum, keempat dilihat dari kebutuhan masyarakat, yaitu hukum tersebut di
terima oleh masyarakat sebagai sebuah aturan, kemudian masyarakat dengan rela
mentaati aturan tersebut, dan terakhir adalah dilihat dari budaya yaitu hukum
sebagai sebuah nilai budaya dalam masyarakat dalam bersosial

Berbicara tentang Undang-Undang No.16 Tahun 2019 .ini, dapat kita lihat
dasar pertimbangan pembuatan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 adalah
merujuk kepada pasal 1 undang-undang nomor 35, Tahun 2014 tentang perubahan
atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam
undang- undang tersebut, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kalau kita pahami isi
undang-undang tersebut, bahwa.seseorang.yang berumur 18 keatas dianggap
sudah dewasa. Anak yang disebutkan dalam undang-undang tersebut adalah
dibawah umur 18 tahun. Oleh sebab itu Undang-Undang No.16 Tahun 2019
dibuat untuk mencegah terjadinya pernikahan anak (pernikahan yang dilakukan
oleh calon pasangan dibawah 18 tahun). Selanjutnya Undang-Undang No.16
Tahun 2019 tidak memberi ketegasan tentang pelaku yang melanggar ketentuan

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ini, sehingga menyebabkan masih terbukanya
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peluang untuk melakukan pernikahan anak dikarenakan tidak ada sanksi baik
secara perdata ataupun pidana. Maka Undang-Undang No.16 Tahun 2019 ini
dipandang tidak efektif dalam perlindungan anak.

Selanjutnya ada faktor.masyarakat. itu sendiri dan. faktor kebudayaan,
dimana.tingkat ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. kepulauan
masih rendah. Orang tua Yyang-berpendicdikan ,rendah cenderung beranggapan
bahwa anak perempuan walaupun sekolah tinggi tetap saja nanti akan didapur.
Pemikiran yang klasik menyebabkan anak terutama anak perempuan sering kali
dinikahkan pada usia dibawah umur, hal ini biasanya terjadi pada masyarakat
kepulauan yang memiliki pemikiran yang kurang luas akan pentingnya
pendidikan untuk anak karena memang banyak dari masyarakat tersebut memiliki
pendidikan yang rendah dan mereka beranggapan bahwa pendidikan tinggi untuk
anak perempuan tidak penting, Kemudian orang tua tidak mampu menyekolahkan
anaknya kejenjang yang tinggi, maka para orang tua beranggapan bahwa dengan
menikahkan anaknya adalah pilihan yang tepat karena dapat mengurangi beban
orang tua, alasan-alasan itulah yang biasanya menjadi alasan pemohon (orang tua)
mengajukan dispensasi perkawinan " kepengadilan. Dengan harapan bahwa
anaknya dapat meringankan beban orang tua dan juga bisa hidup lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner tersebut, peneliti dapat menarik
kesimpulan mengenai faktor utama meningkatnya permohonan dispensasi kawin
pada Pengadilan Agama Tarempa, yakni :

a. Undang-Undang Perkawinan beserta perubahannya dinilai kurang

efektif, baik dari segi sosialisasi pembaharuannya dan tidak ada
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memuat konsekuensi yang memberikan sanksi hukum baik secara

perdata maupun pidana bagi para orang tua yang hendak menikahkan

anaknya yang masih dibawah umur;

para orang tua e (8 nginannya untuk

menikahka K Sia :' ika ..: ' a maupun perdata,

Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1
Tahun 1974, telah terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 pasca
disahkannya Undang-Undang Perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin

terkhusunya di Pengadilan Agama Tarempa.

82



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

B. Pertimbangan Hakim Dan Solusi Terbaik Dalam Mengatasi Peningkatan

Permohonan Dispensasi Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 16

Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Tarempa

syari’ah.

Pasal 7 Undang ')‘ ) ( 019 perubahan
atas Undang _- -_ a P kawinan hanya
dapat diberikan-izin kepada anita yang tela 49 (sembilan belas)

tahun. Dala

sehingga banyak bersinggungan dengan masalah mngenai kebebasan dan keadilan
secara legal dalam konteks putusan atas perkara yang dibuat. Dalam hal ini hakim
dianggap tahu akan hukumnya. Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim.
Maka hakim dalam mempertimbangkan putusannya adalah wajib karena
jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para

pihak (Iriani, 2016: 96).
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Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas
fakta yang terungkap di dalam persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-
nilai, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat. Sumber hukum yang..dapat berupa peraturan perundang-
undangan berikut peraturan pelaksananya, hukum tidak tertulis (hukum adat),
putusan desa, yurisprudensi, maupun doktrin/ ajaran para ahli.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman Pasal 5 ayat (1) “yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari campur
tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan
dikabulkan oleh hakim dan obyektif terhadap perkara yang diperiksa. Hal ini
untuk menjaga eksistensi lembaga peradilan dan hakim itu sendiri.

Ketika menjalankan profesinya seorang ahli hukum pada dasarnya harus
membuat keputusan-keputusan hukum, berdasarkan hasil analisisnya terhadap
fakta-fakta yang diajukan sebagai masalah hukum dalam kaitannya dengan
kaidah-kaidah hukum positif. Sementara itu,.sumber hukum utama yang menjadi
acuan dalam proses analisis fakta-fakta adalah peraturan perundang-undangan.
Dalam proses pengambilan keputusan hukum seorang ahli hukum pada dasarnya
dituntut untuk melaksanakan dua tugas fungsi utama, diantaranya yakni :

1) la senantiasa harus menyesuaikan kaidah-kaidah hukum yang konkrit

(perundang-undangan) terhadap tuntutan nyata yang ada didalam

masyarakat, dengan selalu memperhatikan kebiasaan, pandangan-
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pandangan yang berlaku, cita-cita yang hidup dalam masyarakat, serta

perasaan keadilannya sendiri. Hal ini perlu dilakukan oleh seorang ahli

hukum karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak selalu

pengajuan

menentukan i akan terjadi kesesatan yan ibatkan putusan

dengan alasan bahwa ’@
Dalam Pasal 2 Peratu .
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, menyatakan bahwa: Hakim
mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas :
a. Kepentingan terbaik bagi anak;
b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
c. Penghargaan atas pendapat anak;

d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
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e. Non-diskriminasi;

f. Kesetaraan gender;

g. Persamaan didepan hukum;

perihal dispe S ) sarkan data hasil
wawancara deng : A arempa faktor yang

paling ban ar bela Jengajuan pe ansasi nikah adalah

faktor hamil diluar ni l iakibatke : '_ leh hu n.terlalu berlebihan

dan ditengah-tengah masyarakat (Harahap, 2003:24).
Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensawi kawin yakni
berdasarkan kepada:
1) Bahwa Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut

prinsip bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif
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bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya

hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak

perkawinan bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita

sebagai berikut:

1. Ayat (1) : Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun;

2. Ayat (2) : Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau
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orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang

cukup;

melangsungka ! 2 IKup, adalah surat
keterangan mbukti ia me a pawah ketentuan

undang-undang-da : | :‘ : noyang mendukung

Orang Tua yang mengajukan dispensasi nikah, yang penulis ambil menggunnakan
alat pengumpul data kuisioner sebagai berikut :
TABEL 3.5

TANGGAPAN RESPONDEN PENELITIAN DISPENSASI KAWIN PADA
PENGADILAN AGAMA TAREMPA TAHUN 2021 TERKAIT SIAPA YANG

MENGAJUKAN DISPENSASI KAWIN
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No. Alternatif Jawaban Jumlah Presentase (%)

1 Orang Tua Kandung 17 Orang 85%
2 15%
100%

responden
Kandung, seda ada 3 C g ‘g‘ ebut atau 15%
yang pen
Melanjutka
haya [

tentang ba

penulis laku

No. Presentase (%)
1 Mengetahui 4 Orang 20%
2 Tidak Mengetahui 16 Orang 80%

Jumlah 20 Orang 100%

Sumber : Data Olahan Responden Penelitian Tahun 2021.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa 16 Orang dari 20

Orang responden atau 80% memberikan jawaban bahwa mereka tidak mengetahui

89



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

akibat atau bahaya dari perkawinan anak dibawah umur, sedangkan hanya 4

Orang dari 20 Orang responden atau 20% yang mengetahui akibat atau bahaya

dari perkawinan dibawah umur.

dipaksakan K har ala kemudian hari,

bahkan lebih pa . ialah. peluang ati at melahirkan juga

2021: 43).

Selanjutnya beliau menambahkan, bahwa “Hakim tidak boleh mengabulkan
dispensasi kawin kalau tidak ada alasan mendesak. apa yang menjadi alasan
hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin? Kembali lagi kepada
hakim itu sendiri bisa jadi untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum

bagi pihak perempuan, dari sosial masyarakat, perlindungan anak, perlindungan

perempuan, seumpamanya anak itu sudah hamil dan hakim menolak, status
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perempuan ini apa? Status anak yang dilahirkan itu bagaimana?itu baru dari status
sosial belum status kependudukan itu merupakan salah banyak dari alasan hakim

dalam memutus perkara dispensawi kawin, karena hal ini akan berdampak kepada

mengambil
Serta bz 0N mempe erempuan edang hamil berlaku juga
terhadap dirinya Pasal 5 npilasi Hukum | ‘ etentuannya sebagi

berikut:

diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir;
Selanjutnya apabila kedua calon mempelai tidak terdapat larangan untuk
melangsungkan pernikahan dan keduanya meskipun belum cukup umur 19 tahun,
namum sudah aqil baligh, kondisinya sehat sehingga secara fisik dan mental
maupun spiritual layak untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga,

olen karenanya alasan mendesak untuk menikahkan kedua calon mempelai
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ternyata telah di dukung oleh bukti-bukti yang cukup maka akan dikabulkan
permohonannya, sebagaimana wawancara dengan bapak Wendri, S.Ag., M.H

yakni “jika dia tidak bersekolah lagi, jodohnya sudah ada, dan sudah ada

’ﬁé\i

Presentase (%)

a2

A
1 V' 100%
2 0%
100%

Sumber : Data Olahan Responden Penelitian Tahun 2021.
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan kesimpulan yakni 20 Orang dari 20
Orang responden atau 100% membenarkan bahwa didalam persidangan hakim
selalu bertanya mengenai alasan para pihak mengajukan permohonan dispensasi

kawin, serta hakim juga turut memberikan nasehat dan saran kepada para pihak,
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baik yang mengajukan dispensasi kawin dikarenakan faktor hamil diluar nikah,
atau karena faktor ekonomi dan faktor suka sama suka.

Hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika syarat

- Presentase (%)

1 85%
2 15%
100%

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, 17 Orang dari 20 Orang
responden atau 85% permohonan dispensasi kawin tidak mengalami hambatan
dalam pengurusan syarat administrasinya, sedangkan ada 3 Orang dari 20 Orang
responden tersebut atau 15% dalam pengajuan permohonan dispensasi kawinnya
mengalami hambatan pada pengurusan syarat administrasinya, dikarenakan 3

Orang tersebut diajukan oleh Wali (Wali Adhal) bukan Orang Tua Kandung.
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Sehingga pengurusan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh seorang
wali diharuskan mengurus surat kuasa insidentil.

Mengenai solusi terbaik untuk mengurangi permohonan dispensasi nikah,

5) Memperke inistrasi pen asi kawin sebagai

L
ut benar-benar dilakukan

6) Sosialisasi yang masif kepada masyarakat oleh seluruh pemangku
kepentingan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tenaga pengajar dan
pendidik disekolah-sekolah dan oleh pemerintah itu sendiri tentang
pencegahan perkawinan usia dini, bahaya seks bebas, dan perkawinan

tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul”.
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Terhadap perkawinan yang penulis kutip dalam jurnal Zaharnika, seringkali

dalam praktiknya terjadi perselisihan dalam perkawinan, yang mengakibatkan

perceraian. Putusnya perkawinan akibat perceraian atau talak merupakan suatu
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

erdata maupun

pidana a yang masih
dibawah a karena kedua
orang tu an hamil diluar

nikah) at ma a dan 1 i yan S enjadi masalah

dispensasi kawin yang permohonannya dikarenkan perempuan telah
mengandung atau hamil diluar nikah, sangat banyak pertimbangan hakim
dalam memutus baik itu pertimbangan terhadap anak yang ada dalam

kandungan, anak dibawah umur yang tengah mengandung, serta pertimbangan

terhadap orang tuanya karena hal tersebut merupakan hal yang tabu dan nanti
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ditakutkan akan timbul ucapan ditengah masyarakat dan akan mempengaruhi

kesehatan fisik dan psikis dari orang tua dan anak tersebut.

B. Saran

tama mengenai

an administrastif

. Sebaiknya berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara

permohonan dispensasi kawin yang diajukan, harus melihat lagi dari berbagai
sudut pandang serta alasan-alasan yang diajukan pemohon yang dianggap logis
untuk diberikannya dispensasi kawin tersebut, lalu kepada penegak hukum
dimohonkan untuk turut serta memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada

masyarakat tentang batas usia perkawinan. Untuk DPR dan Presiden agar
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dilakukannya revisi kembali terhadap Undang-Undang Perkawinan dan
diharapkan dapat memasukkan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi baik

itu secara pidana ataupun perdata bagi para pihak, baik itu anak dibawah umur

penulis i

Perubaha
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